
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR D..3 '1" TAHUN 2021 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 065 
TAHUN 2018 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN 
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINS! KALIMANTAN SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 14 Ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan nonperizinan pemerintah daerah
wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar
operasional prosedur, dan standar operasional prosedur
dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Gubemur tentang Pencabutan Peraturan
Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 065 Tahun 2018
tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Selatan;

Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain
mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I
Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1106);
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3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tam.bah.an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indon�sia 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor _138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);



Menetapkan: 
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11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04
Tahun 2017 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 4),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan
Gubernur Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04
Tahun 2017 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 5);

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Togas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020
Nomor 71);

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0114
Tahun 2020 tentang Togas, Fungsi dan Uraian Tugas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 114);

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 
065 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR PELAYAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA 
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 
SATU PINTU PROVINS! KALIMANTAN SELATAN. 

Pasal 1 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur 
Nomor 065 Tahun 201� tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan 
Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
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Pasal 2 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan. 

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal 2 A<jl.JSi..tS 10-21

Ditetapkan di Banjarmasin 

pada tanggal ;;i_ 179us-Ju.s: .2b �1 

BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 3� 
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